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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip rahasia bank dalam konteks tindak pidana pencucian uang
memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kepastian hukum tercapai melalui adanya regulasi yang
jelas, terstruktur, dan administratif yang mengatur pengecualian terhadap
prinsip rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Lebih
lanjut, ketentuan ini dilengkapi dengan sanksi pidana maupun administratif
yang diberlakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar prosedur
pengecualian tersebut, yang semakin mempertegas kepastian dalam
penegakan hukum. Di sisi lain, kemanfaatan hukum dapat dirasakan berkat
adanya keseimbangan yang proporsional antara perlindungan data nasabah
dan kebutuhan untuk mengungkap praktik pencucian uang. Dengan
penerapan prinsip yang transparan dan berkeadilan, nasabah merasa lebih
aman dalam menyimpan dan menempatkan dananya di lembaga perbankan,
yang pada gilirannya turut memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem
perbankan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip rahasia bank dalam tindak
pidana pencucian uang bukan hanya memberikan perlindungan bagi nasabah,
tetapi juga mendukung tercapainya tujuan hukum yang lebih luas, yakni
memerangi kejahatan keuangan secara efektif dan efisien.

2. Penerapan prinsip rahasia bank dalam kasus tindak pidana pencucian uang

dapat menghasilkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, tetapi hal ini
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memerlukan pemenuhan beberapa syarat yang harus dipatuhi. Dari segi
kepastian hukum, meskipun prinsip kerahasiaan bank dapat dikecualikan
dalam kasus pencucian uang, sering kali muncul ketidakjelasan dan
inkonsistensi dalam regulasi yang menciptakan celah hukum. Hal ini dapat
membingungkan masyarakat dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu,
perlu ada peraturan yang lebih jelas, konsisten, dan terperinci mengenai
pengecualian tersebut, untuk mencapai kepastian hukum yang diharapkan.

Dalam konteks kemanfaatan hukum, pengecualian terhadap prinsip
kerahasiaan bank untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang memiliki
manfaat sosial yang besar, seperti mencegah kerugian ekonomi yang lebih
luas dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, tindakan ini harus
dilakukan dengan cara yang proporsional, mengingat adanya potensi
pelanggaran terhadap hak privasi nasabah. Oleh karena itu, penegakan hukum
harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan
perlindungan hak individu, serta dilakukan dengan transparansi untuk
menghindari kerusakan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan
hukum. Secara keseluruhan, penerapan prinsip rahasia bank dalam kasus
pencucian uang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum,
asalkan regulasi yang ada diatur dengan jelas, konsisten, dan proporsional.
Penerapan pengecualian yang hati-hati dan terperinci akan memastikan
penegakan hukum yang efektif tanpa merusak privasi individu maupun

stabilitas sistem hukum dan perbankan.
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B. Saran
1. Penyelesaian TPPU yang melibatkan rahasia bank memerlukan peningkatan
kerja sama yang lebih intensif antara lembaga-lembaga yang berperan, seperti
PPATK, Perbankan, Polri, dan Kejaksaan. Kerjasama yang efektif ini akan
memastikan informasi mengenai transaksi mencurigakan dapat dipertukarkan
secara cepat, tepat, dan aman, serta meminimalkan potensi keterlambatan
dalam penanganan kasus. Dalam hal ini, dibutuhkan saluran komunikasi yang
jelas dan terstruktur, agar semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan dan
penegakan hukum dapat berbagi informasi yang relevan dengan efisien.
Selain itu, agar upaya pemberantasan TPPU berjalan optimal, lembaga-
lembaga tersebut harus memiliki pemahaman yang sama mengenai peran,
tanggung jawab, serta batas kewenangan masing-masing dalam proses
investigasi. Untuk itu, pembentukan tim koordinasi lintas lembaga yang
terdiri dari perwakilan setiap instansi terkait sangat dianjurkan. Tim ini akan
bertanggung jawab untuk menyusun langkah-langkah penanganan yang
terkoordinasi serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat
menghambat proses penyelesaian kasus. Selain itu, untuk mendukung
kolaborasi tersebut, sangat penting untuk menyelaraskan regulasi antara UU
Perbankan, UU PPSK, dan UU TPPU. Harmonisasi regulasi ini akan menutup
celah hukum yang selama ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk
menghindari deteksi dan penegakan hukum. Pengaturan yang jelas akan
memastikan bahwa setiap lembaga dapat bekerja berdasarkan aturan yang

sama dan mengurangi potensi konflik aturan yang dapat memperlambat
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penanganan kasus. Untuk mengawasi proses ini secara efektif, diperlukan
pengawasan independen yang transparan, baik dari lembaga pengawas
internal maupun eksternal. Pengawasan yang jelas dan terbuka akan
memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta memupuk
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan sektor keuangan secara
keseluruhan.

. Di samping kerja sama antara lembaga, penting juga untuk menciptakan
proporsionalitas antara kepastian hukum yang diberikan kepada pihak
nasabah dan perbankan serta kemanfaatan hukum yang dapat diperoleh dalam
pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini mencakup pengaturan
yang memberikan perlindungan yang adil terhadap privasi nasabah, namun
tetap memungkinkan upaya penegakan hukum yang efektif. Salah satu cara
untuk mencapainya adalah dengan memastikan bahwa prinsip kerahasiaan
bank dapat tetap dijaga, namun dengan pengecualian tertentu untuk mencegah
tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus dapat
menciptakan keseimbangan antara kedua kepentingan ini, tanpa
mengorbankan salah satunya. Untuk mempercepat proses deteksi dan
pelaporan transaksi mencurigakan, perbankan dan lembaga terkait lainnya
perlu mengadopsi teknologi canggih. Sistem deteksi otomatis berbasis big
data dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis transaksi secara real-
time, sehingga potensi transaksi yang mencurigakan dapat segera terdeteksi.
Selain itu, blockchain juga dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi

dan keamanan dalam pencatatan transaksi, sehingga meminimalkan risiko
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pemalsuan atau penyalahgunaan data. Teknologi-teknologi ini akan
membantu meningkatkan akurasi analisis dan mempermudah penyelidikan,
mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga
yang terlibat. Selain itu, perlu dilakukan edukasi yang lebih luas kepada
masyarakat mengenai pentingnya pengecualian prinsip kerahasiaan bank
dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Banyak masyarakat yang masih
memahami prinsip kerahasiaan bank secara sempit, tanpa menyadari bahwa
pengecualiannya dapat digunakan untuk mencegah Kkejahatan yang
merugikan negara dan masyarakat. Melalui edukasi yang komprehensif,
masyarakat akan lebih memahami bahwa prinsip kerahasiaan bank dapat
diterapkan secara bijaksana, dengan tetap memperhatikan kepentingan
bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Dengan
mengintegrasikan teknologi yang tepat dan program edukasi yang mendalam,
perbankan dan lembaga terkait dapat melaksanakan prinsip kerahasiaan bank
secara seimbang, sehingga perlindungan terhadap privasi nasabah tetap
terjaga, namun penegakan hukum tetap dapat dilakukan secara efektif. Hal ini
akan memperkuat stabilitas sistem keuangan yang pada gilirannya akan

mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.
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